PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : JI, D1, Panjaitan No, 375 Kelurahan Kotobangon 95712
Telp/Fax. (0434) 22810, Emall : dpmptsp@kotamobaguikota.go id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : S00/DPMPTSP-KK/SPNF/0001/V1/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Menimbang

Mengingat

TAMAN KANAK-KANAK IMANUEL SIA

. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;

. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka
meningkatkan layanan pendidikan;

Bahwa Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu
telah melakukan verifikasi dan visitasi Penyelenggaraan
Satuan Pendidikan Nonformal dan/atau program
pendidikan pada TAMAN KANAK-KANAK IMANUEL SIA;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di

maksud pada butir a, b dan ¢ di atas, maka perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Kotamobagu.

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586)
sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah, terahir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor :
4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5670);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemeritah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah










